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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulilah puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah swt. atas segala 
curahan Rahmat, dan Hidayah, serta izin-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Perempuan Kawin hamil“ sebagai 
ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis 
hanturkan kepada baginda Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.  
Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk ke dua  orang 
tua penulis yang tercinta ayahanda Anwar  dan Ibunda tercinta Afnah yang tak 
pernah lelah, letih dan tak pernah mengeluh dalam mencari nafkah untuk 
membiayai, dan menafkahi selama perkuliahan penulis, walaupun ditengah 
panasnya terik matahari dan di guyur air hujan, tetap penuh dengan semangat. Ibu 
dan Ayah ku  salalu bersabar dan tabah  dalam mendidik, membibing, menasihati, 
mencintai serta menyayangiku dengan sepenuh hati. Ibu dan Ayah yang selalu 
menegur kami ketika salah dalam hal kenurukan dengan memperbaikinya, Ibu dan 
Ayah juga yang selalu mengingatkan kami ketika lupa dalam hal ibadah.  Tiada 
hentinya-hentinya memberikan nasehat agar kami selalu berlomba-lomba dalam 
kebaikan, tidak lupa dengan 5 waktu, saling berbagi kepada sodara-sodaar yang 
membutuhkan. Saling tolong menolong. Dan yang tidak terlupakan untuk kakek 
ku tercinat “H. Ishaka” yansg selalu mengingatkan agar menjadi wanita yang 
cerdas yang pandai menjaga diri dari hal-hal yang buruk, menjauhkan diri dari 
yang tak pantas untuk dikerjakan. Menjadi wanita tegar yang mempu bersabar 
dalam segala cobaan dan ujian dalam hidup rantauan. Serta saudara-saudaraku 
yang ku cintai dan yang ku sayangi. Faisal, Arsel, Suriansyah, Suraya, Sri 
Astuti, dan Syahril, Yang sentiasa memberiku Motivasi, dukungan, dorongan, 




kebutuhan dan membantu membiayai selama perkuliahan  penulis. “Kalian adalah 
orang-orang terhebat dalam hidupku” . Dan tidak lupa penulis ucapkan rasa 
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membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi 
bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga penulis dapat 
mengamalkan dalam kehidupan di masa depan penulis.  
7. Pemerintah desa dan Masyarakat Desa Sumi serta pihak terkait dalam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
xii 
 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ـه Ha h Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 




Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’) 
2.Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 







Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 





 ََفـْيـَك : kaifa    ََلْوَـه : haula 
3. Maddah 















i i  َا 
 dammah 
 










fathah dan ya’ 
 
ai a dan i  َْىـ 
 
fathah dan wau 
 






transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 Contoh:  
 
Contoh: 
ََتَاـم : mata 
يـَمَر : rama 
ََمـْيِـق : qila 
َُتُْوـمَـي : yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِلاَفْطلأُاةـَضْوَر  :raudah al-atfal 
َُةَهــِضَاـفـَْنُاةَـنـْيِدـَمـَْنا : al-madinah al-fadilah 





Harkat dan Huruf 
 
fathah dan alif 
atau ya’ 
 
َْ ...اَْْ...ْ|ى  
 
kasrah dan ya’ 
 














a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 




B. Daftar Singkatan 
 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 
swt.  : subhanahu wa ta ‘ala 
saw.  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 
QS…/…:22 : QS al-Nisa/4:78 
H                     : Hijriah 
h                     : Halaman 






Nama : Sri Mani 
Nim  : 10100114167 
Judul  : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN 
WALI  HAKIM  BAGI  ANAK PEREMPUAN KAWIN 
HAMIL 
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum islam 
terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Kawin Hamil Desa sumi 
terkait maraknya perkawinan hamil yang terjadi di kalangan para remaja, dan 
upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut. pokok masalah tersebut 
dibagi kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
Bagaimana prosesi terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan kawin 
hamil di Desa Sumi Kec. Lambu NTB ? 2) Bagaimana Pandangan masyarakat 
terhadap perkawinan hamil di Desa Sumi Kec. Lambu NTB ?  
Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis, adapun sumber data 
penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi 
wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan 
analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan. 
Hasil penelitian ini menunjukan hubungan antara Pemerintah Desa dengan 
Masyarakat Desa Sumi, terkait Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan 
Kawin Hamil ini sudah tidak lazim lagi bagi kalangan Remaja. Disebabkan 
pengetahuan yang masih kurang, umur yang  masih labil, kurangnya perhatian dan 
kasih sayang dari orang tua dan orang-orang terdekat. Dan bahkan tidak ada 
perhatian dari pemerintah desa yang terdekat. Sehingga bagi mereka yang 
melakukan perkawinan hamil tidak berfikit dahulu bagaimana akibat dari pada 
perbuatan mereka, tanpa adanya pemahaman tentang perkawinan itu sendiri, 
belum paham seperti apa hak kewajiban mereka setelah berkeluarga, melainkan 
mereka hanya menuruti kemauan hawa nafsu mereka yang sesaat.  Namun bagi 
masyarakat pada umumnya masih banyak yang tidak menyetujui dengan adanya 
perkawinan hamil ini, apa lagi kebanyakan dari kalangan remaja, sehingga masih 
banyak yang harus dibenahi bersama agar bisa meminimalisir terjadinya 
perkawinan hamil di Desa Sumi. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1.Diharapkan kepada 
pemerintah, khususnya penegak hukum islam di KUA Kecematan agar 
mencermati dengan teliti dengan syarat calon Pengantin yang hendak akad nikah 
serta walinya. 2. Diharapkan kepada orang tua agar intens membina akhlak anak-
anaknya, mengawasi setiap perubahan sikap dan perilaku serta keadaannya, agar 
anak-anak terhindar dari musibah hamil/menghamili pra nikah.  Karena meskipun 
hukum Islam membolehkan perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A.    Latar Belakang Masalah 
 Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 
wali. 1Adapun yang dimaksud dengan “perwalian “ di sini, yaitu “ pemeliharaan 
dan pengawasan anak yatim dan hartanya“. Sesuai dengan artinya yang pertama di 
atas menurut Muhammad Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta 
itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak 
yang masih kecil (kana-kanak).2 
      Para ulama Mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan 
ibunya tidak mempunyai perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama 
Syafi’i. Selanjutnya para ulama Mazhab berbeda pendapat tentang wali yang 
bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang 
menerima wasiat dari Ayah. Kalau Ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, 
maka perwalian jatuh ketangan Hakim syar’iy . Sedangkan kakek, sama sekali 
tidak mempunyai hak dan perwalian, sebab kakek, menurut mereka, tidak bisa 
menggantikan posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah  sudah seperti itu, 
maka apalagi kakek dari pihak ibu. 
       Imam Hanafi mengatakan, “ para wali sesudah ayah adalah orang yang 
menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang 
                                                             
1Tihami, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, (Cet;Jakarta;Rajawali 
Pres,2014),h.207. 




menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan 
Hakim”. 
       Imam Syafi’i mengatakan, “ perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan 
dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, perwalian 
beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek dan 
sesudah itu kepada Hakim. 
       Imamiyah mengatakan: perwalian, pertama-tama berada di tangan ayah dan 
kakek (dari pihak ayah ) dalam derajat yang sama, dimana masing-masing mereka 
berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat oleh yang lain, 
yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka 
dialah yang dinyatakan  sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan 
kewajiban. Apabila mereka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, 
sedangkan yang kemudian di anggap tidak berlaku. Akan tetapi, bila terjadi 
bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek, sedangkan bila tidak ada ayah 
dan kakek, perwalian jatuh ketangan orang yang menerima wasiat dari ayah 
seorang di antara keduanya. Dalam hal ini, kakek di dahulukan dari penerima 
wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat 
kedua orang tersebut, perwalian jatuh ketangan hakim. 
      Kata “Wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, al-Wali dengan bentuk 
jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut 
istilah, kata “wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, 
adat ) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; 
pihak yang mewakilkan pengatin perempuan pada waktu menikah ( yaitu yang 
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melakukan akad nikah dengan pengatin pria ). Wali dalam nikah adalah yang  
padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikanya tanpa adanya (wali). 
      Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil suatu pengertian bahwa wali 
dalam pernikahan adalah orang yang melalukan akad nikah mewakili pihak 
mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang 
dilakukan tanpa dinyatakan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Allah 
berfirman dalan QS.Al-Qasas, (28):27 
 
                              
                       
        
Terjemahnya:                                                                                                  
“Dia (syuaib madyan), berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin 
menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ku ini, 
dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika 
engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan ) dari mu, 
dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan 
mendapatiku termaksud orang yang baik”.3 
       Wanita yang hamil diluar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan 
ia biasanya akan segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya 
dan menghindari konflik dalam keluarga. Hukum menikah saat hamil dianggap 
sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, 
bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang menzinainya. 
Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S Annisa/4:24) 
                                                             
3




                            
                             . 
Terjemahnaya:  
 “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami,  
kecuali budak-budak perempuan (kawanan perang) yang kamu miliki sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina”. 
      Berdasarkan hadis Rasulullah wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-
laki yang menzinahinya maupun yang tidak menzinahinya sebagaimana  hadis 
berikut ini :  
Artinya :  
“Seorang laki-laki yang dihukum jilid (cambuk) tidak akan menikah kecuali 
dengan yang serupa (wanita pelaku zinah).” (HR Abu Dawud). 
     Hadis yang lain juga menyebutkan bahwa hukum wanita yang menikah saat 
hamil adalah sah karena perbuatan zinah yang haram hukumnya tidak 
mengahalangi perbuatan yang halal yakni menikah. 
“perbuatan yang haram (zinah) itu tidak menyebapkan perbuatan yang halal (HR. 
Ibnu Majjah ). 
Menurut pendapat para ulama:  
1. Ulama syafi’iah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah 
selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafi’iah juga menjelaskan bahwa 
wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun 
yang tidak menghamilinya.  
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2. Ulama Hanabilah berbeda dengan ulama syafi’iah, ulama Hanabilah tidak 
berpendapat. Ulama  Hanabilah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahasn 
wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat 
masa iddahnya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika wanita 
tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama 
Hanabilah. 
3. Ulama Malikiyah juga sependapat dengan ulama hanabilah bahwa wanita yang 
hamil memiliki masa iddah atau masa tunggu yang di kenal dengan sebutan 
istibra. Masa istibra seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan sementara 
wanita pezinah yang tidak hamil masa istibranya hingga tiga kali masa haid lewat. 
Pernikahan wanita hamil denga laki-laki yang menghamili ataupu bukan, tidaklah 
sah sampai wanita tersebut melahirkan. 
4. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah 
apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat 
maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu 
pada ayat al-qur’an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang 
haram untuk di nikahi.4 
B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Prosesi dalam Penetapan Wali Hakim bagi anak Perempuan 
Kawin Hamil ? 
                                                             




2. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Hamil di Desa 
Sumi Kec. Lambu NTB ? 
 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
      Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai Tinjauan 
Hukukm Islam terhadap Penetapan Wali hakim Bagi Anak Perempaun dari 
Perkawinan Hamil, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu: 
1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarakan ketuhan Yang Maha Esa. Dengan 
demikian , “pernikahan” adalah suatu akad yang secar keseluruhan aspeknyan 
dikandung dalam kata nikah atau tazwi’jdan merupakan ucapan seremonial 
yang sakral. 
2. Perwalian, dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 
wali. Dan wali mempunyai banyak arti. Diantaranya, “Orang yamg menurut 
hukum (agama, adat), diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, 
sebelum anak itu dewasa. Jadi yang dimaksud dengan “perwalian” disini 
adalah “pemeliharaan dan pengawasan anak  
      dan hartanya”. 
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3. Anak adalah karuniah Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. 
Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung 
di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua. 5 
4. Walimatul’ursy adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang 
diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai di laksanakan. 
5. Pengertian Kawin Hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil 
diluar nikah, baik dikawini dengan orang yang menghamilinya maupun oleh 
laki-laki yang bukan menghamilimnya. 
D. Kajian Pustaka 
     Dalam kajian pustaka ini, masalah tinjauan hukun islam tentang Penetapan 
Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Kawin Hamil. Setelah menelususri berbagai 
referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa 
buku, yaitu: 
1. Tihami, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap,2014 “buku ini 
membahas pernikahan dan segala masalah yang terkait, dari sebelum akad 
nikah sampai bubarnya sebuah rumah tangga. Dengan oreantasi fikih yang 
cukup kental, buku ini memberikan banyak informasi melalui berbagai 
pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, baik salaf maupu khalaf. Selai 
itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di buat sebagai perbandingan dalam 
buku ini, yang tentunya, akan sangat membatu para pembaca untuk 
memahami perkawinan yamg berlaku di Indonesia”. 
                                                             





2. Rahman Ghazal, Fiqih Munakahat lengkap, 2003 “ buku ini membahas secara 
luas dan mendalam. Dengan mencakup semua hal yang paling dasar sampai 
lanjut, mulai dari pengertian perkawinan, prinsip-prinsipnya, peminangan, 
akad, larangan perkawinan, talak, poligami, dan lain-lain”.  
3. Abidillah Mustari, Reinterpretasi konsep-konsep Hukum Perkawinan islam, 
2011, “Dalam buku ini membahas secara luas tentang konsep-konsep hukum 
dan perkawinan islam di dan ada juga sebagian pembahaas seputar tentang 
perkawinan”. 
4. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore, 
2010, “Buku ini menyajikan analisa mendalam dan komprehensif terhadap 
berbagai aspek hukum keluarga. Buku ini juga mengupas tentang tiga puluh 
tiga putusan pengadilan dibagi dalam enam dengan fokus pada perkara hukum 
keluarga dalam kerangka hukum islam , diantara pembahasn utama dalam 
buku ini adalah tentang perkawinan, Harta bersama, putusnya perkawinan, 
hadanah dan perwalian”. 
5. Sabri Samin, Fikih II, 2010, “Dalam Buku ini membahas sebagian aspek-
aspek dalam perkawinan, diantaranya adalah membahas tentang pengertian 
perkawinan, dasar Hukum nikah, dan Perkawinan yang terlarang”. 
6. Djamaan Nur, Fikih Munakahat, 1993, “Buku ini membahas secara luas dan 
lengkap tentang perkawinan, diantaranya,Akas nikah, Wali nikah dan lain-
lain”. 
7. Fuaduddin, Pengasuh anak dalam keluarga islam,1999, “Buku ini mengupas 
lengkap tentang bagaiaman cara mengasuh anak dengan baik dana benar 
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dalam kelurga islam. Materi dalam buku ini juga diantaranya kesetaraan 
Suami dn Istri, Bagaimana Membina anak, dan lain-lain”. 
8. Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2016, “Buku ini 
menjelaskan tentang Hukum Islam Perdata di Indonesia, membahas tentang 
Prinsip-Prinsip Perkawinan, Peminangan, Pembatalan Perkawinan dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan Pekawinan”. 
9. Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia, 2011, “Buku ini menjelaskan tentang 
Hukum Perdata di Indonesia, kajian didalamnya ada tentang Hukum 
Perkawinan, Hukum Keluarga, dan lain-lain”. 
10. M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, 2012, “Buku ini 
menjelaskan berbagai dinamika dalam perkawinan, diantaranya ada tentang 
dasar Hukum Perkwinan, Istri yang menafkahi keluarga dan lai-lain”. 
11. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 2000, “Buku ini menjelaskan 
tentang berbagai macam Hukum Islam di indonesia, tentang prinsip-prinsip 
perkawinan, pencatatan perkawinan, dan tentang perkawinan wanita hamil.” 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan Hamil 
di Desa Sumi Kec. Lambu NTB. 
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Perkawinan Hamil di 
Desa Sumi Kec. Lambu NTB. 
3. Untuk mengetahui dampak dan akibat dari Perkawinan Hamil di Desa Sumi 
Kec. Lambu NTB. 
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4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam TerhadapPenetapan Wali Hakim 
Bagi Anak Perempuan Kawin Hamil di Desa Sumi Kec. Lambu NTB. 
Sedangkan terkait kegunaanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
bermanfaat sebagai berikut: 
1. Media pegetahuan atau wadah yang dapat digunakan untuk 
penambahanwawasan baru bagi mahasiswa/masiswi yang ingin mengkaji 
atau mendalami Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan wali hakim bagi 
anak perempuan kawin hamil. 
1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada  Fakultas Syariah 
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga 
menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar mengembangkan 
ilmu yang diperoleh. 
2. Dari hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji undang-undang dan praktek 
penerapan undang-undang dan aturan lainnya dalam rangka menekkan 







1. Pengertian Perkawinan 
      Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” , berasal dari akat 
nikahyang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering 
dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti kata nikah.1 
     Dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan 
hidup, bahkan antara pasangna tersebut akan terjalin suatu kebahagian cinta dan 
kasih sayang.2 
     “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 
keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong 
dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-
masing.3 
     Perkawinan menurut syara’yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 
      Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata 
yang semakna dengannya. 
                                                             
1Abd Rahman Ghazaly,Fiqh Munakahat, Edisi l (Cet l,Bogor:Kencana 2003) ,h.7. 
2M. Thahir Maloko,Dinamika Hukum dalam Perkawinan,(Cet l,Makassar:Alauddin 
University Press 2012),h.5. 





      Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk 
melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk 
beristimta’ dengan seorang wanitaselama tidak ada faktor yang menghalangi 
sahnya pernikahantersebut secara syar’i.4 
     Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-
mengasihi, tentram dan bahagia. 
      Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menyimbulkan hak 
dan kewajiban antara keduanya.5 Padadasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh 
syara’ sesuai dengan ayat dibawah ini. (Q.S Annisa/4:3) 
 
                           
                          
  
Terjemahnya : 
      “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. 
kemudian jika kamu takut tidak  akan berlaku adil maka nikahilah satu saja”.6 
      Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam bukunya RisalahNikah, penuntutan 
perkawinan: “Nikah ialah akad anatara calon suami istri untuk memenuhi hajad 
nafsu sexnya,  yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya 
diperbolehkan bergaul sebaik suami istri. Dan yang dimaksud akad adalah ijab 
dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau 
wakilnya”.7 
                                                             
4Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia,Edisi l (Cet lV,Jakarta:Kencana 
2016),h.39. 
5Sabri Samin;Fikih ll, Makassar:Alauddin Pres, 2010, h. 2. 
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.77. 





     Perkawinan dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah nikah. Nikah 
adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin anatar kedua 
belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk 
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang 
dan ketentraman dengan cara yang diridhai olleh Allah.8 
2. Tujuan perkawinan 
     Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilakukan untuk menciptakan rumah 
tangga yang bahagia dunia dan akherat. Dalam agama Islam disebut sakinah 
mawaddah warrohmah. Perkawinan tidak boleh bertujuan untuk mencapai 
kebutuhan dan kenikmatan sesaat, tapi harus betul-betul dilandasi ketulusan dan 
keihklasan untuk membentuk keluarga yang bahagia.9 Dalam pasal 1 Undang-
udang perkawinan disebutakn tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. 
B. Dasar Hukum Nikah 
     Perkawinan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti perkawinan yang 
dilakukan harus patuh dengan ketentuan dan tata cara yang digariskan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa  melalui aturan-aturan agama yang di atur di dalam Kitab suci 
Agama-agama yang ada di Indonesia.10 
     Karena perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam di dunia, maka 
perkawinan dilakukan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, bahkan tumbuh-
tumbuhan. Karena manusia adalah mahluk yang dimuliakan dan diutamakan 
Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya, maka Allah telah 
                                                             
 
8
 Bambang, Hukum Perdata Indonesia, Bnadung, 2017, PT Rafiak Aditama, hl. 42 
 
9
 Anshary, Hukum Perkawinan, Yogyakarta, hlm. 43. 
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menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan 
yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak bleh berbuat semaunya, seperti yang 
dilakukan oleh binatang, yakni kawin dengan lawan jenis semaunya saja, atau 
seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.11 Allah berfirman 
dalam Q.S adz-Dzariyaat(51): 49 
            
 
Terjemahnya: 
     “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 




 نم َباَب شلا شرعَمَيَ .م.ص الله لوسر انل لاق الله ِدْبَع ْنَع ديز نب نحمرلا ِدْبَع ْنَع
 موصلبا ويلعف عطت سي لم ن  اف جرفلل نصحاو صربلل ضغ أ ون  اف ْجوتزيلف َةَءاَبلا كمنم عاطت سا




Dari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah telah 
bersabda kepadanya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang 
mampu menikah, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu 
dapat memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan (farji), maka 
apabila belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai 





                                                             
Sabri Samin, Fikih ll, Makassar:Alauddin Pres, 2010, h. 7. 
12
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522. 
13 Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Jilid 2 







C. Pengertian Wali 
Secara etismologi :”wali” mempunyai arti pelindunr, penolong, 
atau penguasa. 15 Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 
a. orang yang menurut hukum (agama atau adat)diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta seluruh hartanya sebelum anak itu dewasa; 
b. pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); 
c. orang shaleh (suci), penyebar agama; dan 
d. kepala pemerintah dan sebagainya. 
Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak 
dibawah kekuasaan orang tuaunya serta pengurusan benda atau kekayaan anak 
tersebut diatur oleh undang-undang.16 
     Perwalian Juga diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada serorang 
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai untuk kepentingan dan atas 
nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua, atau 
orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan 
demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbutan 
hukum.17 
     Wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari nikah hamil dalam perspektif 
hukum Islam. 
     Berdasarkan pada uraian di pada sub bab terdahulu tentang lima macam hak 
anak yang dlahirkan, maka salah satunya adalah hak-hak perlindungan (al-
Wilayah) atau perwalian, termaksud dalam uraian ini adalah perwalian dalam hal 
                                                             
15Tihami, Fikih Munakahat, jakarta, Raja wali press, 2013, h.89. 
16Istiqamah,Hukum Perdata di Indonesia,Alauddin Press (cet l, Makassar 2011),h.112. 





nikah atau wali nikah. Lalu bagaimana dengan anak perempuan yang lahir dari 
nikah hamil ? Terkait dengan masalah ini hal yang perlu  diperhatikan adalah, 
apakah kelahiran anak perempuan tersebut, sebagai akibat atau dalam pernikahan 
yang sah atau tidak. Jika anak perempuan tersebut lahir sebagai akibat atau dalam 
pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka anak perempuan tersebut 
termaksud anak sah pula, sehimngga yang akan menjadi wali nikah bagi anak 
perempuan yang lahir dari nikah hamil adalah ayahnya yang telah menghamili 
lalu menikahi ibunya sebelum anak perempuan tersebut lahir. 
      Sehubung dengan hal tersebut, maka masa 6 bulan usia pernikahan dengan 
kelahiran anak perempaun tidak menjadi ukuran dalam hal penetapan wali, karena 
jika masa (6) bulan standar penetapan keabsahan anak, maka tidak ada artinya 
kebolehan menikahi perempuan hamil  oleh laki-laki yang menghamilinya 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 serta uraian ttenttang anak sah dalam 
pasal 99 Kompliksi Hukum Islam di Indonesia. 
D. Dasar Hukum Wali 
    Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi 
sahnya pernikahan atau tidak ? 
      Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini 
juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. 
      Dengan demikian, seolah-olah Imam Maliki bahwa wali itu menjadi syarat 





                                
                           
      
Terjemahannya : 
      “Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-isrti) menunggu empat bulan sepuluh hari.  Kemudian 
apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada  dosabagimu mengenai 
apa yang mereka lakukanterhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah 
mngetahui apa yang kamu kerjakan”.18 
      Menurut mereka, ayat ini ditunjukan kepada para wali, jika mereka tidak 
mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-
halangi. 
 Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dikatakakan,” 
seorang gadis hendaknya minta izin kepada ayahnya,” (maksudnya sebelum 
diadakan akad nikah harus ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya).19 
E. Macam-macam wali  
       Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali 
tahkim, dan wali maulana. 
a. Wali Nasab  
Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang 
akan melangsungkan pernikahan. 
b. Wali Hakim 
 Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak 
menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), penguasa atau 
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qadinikahyang diberi wewenang dari kepada negara untuk menikakan wanita 
yang berwali hakim. 
c. Wali Tahkim 
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. 
d. Wali Maula 
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. 
Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya 
bilamana perempuan itu rela menerimanya.20 
A. Pengertian kawin hamil  
      Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal,, atau melalui 
hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di  luar nikah 
yang di sebut perzinahan/prostitusi.21 Persoalan hukum yang timbul adalah, (a) 
apakah ajaran islah membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil; 
kehamilan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah kemudian suami 
meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena 
hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui 
perzinahan. (b) bolehkah seorang wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki 
yang tidak menghamilinya. 
      Para pakar hukum islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah 
ini. Imam syafi’i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan 
perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah 
laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan 
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haramnya dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah 
berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, 
sebelum ia mmelahirkan, agar nutfah suuami tidak bercampur dengan tanaman 
orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan 
dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan 
coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir. 
      Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan dengan wanita 
yang dihhamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan 
hubungan  badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. Pendapat ini sejalan 
dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn Qudamah menambahkan, bahwa wanita 
itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk. 
     Adapun  menikahi wanita yang sedang hamill, dan kehamillannya itu akibat 
perbuatan orang lain, menurut pendapat Immam Abu Yusuf, perkawinannya 
hukumnya fasid (batal). Hal ini didasarkan pula pada ayat 3 Surat an-Nur, 
sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa menikahi wanita 
hamil yang dihamili  laki-laki lain adalah  sah, karena tidak terikat dengan 
perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada 
tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam. 
      Bagaimana pula kedudukan bayi yang dilahirkan dari kehamilan yang 
dihamili oleh orang lain. Para ulama sepakat menetapkan bahwa status anak 
tersebut adalah anak zina, dan nasabnya dihubungkan dengan ibunnya. Anak luar 





sama sekali tidak ada hak mewaris, termaksud hak mewaris dari Ayah dan/ibu 
yang mengakuinya.22 
      Masalah kawin dengan prempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian 
yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin 
longgarnya norma-norrma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih 
mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Dalam kompilasi 
memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil, yaitu dalam pasal 53.23 
1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghailinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan 
tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anankya. 
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 
perkawinan ulang setelah anak yanag dikandung lahir. 
     Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah 
terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah 
dalam Surah An-nur,24:3. 
                           
          
Terjemahnya: 
     “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempau, atau 
dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali 
dengan pezina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan 
bagi orang-orang mukmin.”24 
 
                                                             
 22 Fuady Munir, Konsep Hukum Perdata, Cet. 2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, 
hlm. 152. 
23Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesia,Ed 1,(Cet lV:Jakarta;2000),h.164. 
24





     Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempua hamil 
bagi laki-laki yang mengahamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-
laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka.25 
 
 
                                                             




 METODOLOGI PENELITIAN  
A. Jenis dan lokasi penelitian  
      Berdasarkan masalah tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif 
dan menggunakan analisis  dengan pendekatan induktif1.Sedangkan untuk lokasi 
penelitian penulis memilih lokasi yang bertempat di Desa Sumi, Kecematan 
Lambu Kabupaten Bima yang merupakan wilayah pedesaan yang sebagian 
masyarakatnya melakukan Perkawinan Hamil. 
B. Pendekatan penelitian  
       Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis 
normatif.pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang di dasarkan pada keadaan 
masyarakat. sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di 
dasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang 
berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.2Data  
primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat  untuk 
menjadi informan. 
2. Data  Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 
mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan 
perundang-undangan yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. 
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3. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.  
D. Metode Pengumpulan Data 
     Metode  pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  
1. Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to 
face), ketika seseorang yakni pewawancaraan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
penelitian kepada seseorang responden.3 Dalam hal ini peneliti melakukan 
wawancara dengan mewawancarai masyarakat di desa sumi kecematan lambu 
kabupaten bima mengenai perkawinan hamil. 
2. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat 
langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.4 Peneliti melakukan 
pengamatan untuk mendapatkan data  primer maupun data sekunder. 
3. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat 
menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.5 Metode 
ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang 
punya relevansi dengan pokok pembahasan. Dan dalam penelitian ini adalah dari 
dokumen-dokumen tentang pernikahan di bawah tangan. 
E. Instrumen penelitian  
     Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk 
mengumpulkan data dan instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, 
yaitu peneliti sendiri.6Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, kedudukan 
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peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Dapat disimpulkan bahwa betapa 
pentingnya peran manusia dalam  pelaksanaan penelitian dengan pendekatan 
kulitatif. Instrumen yang penulis gunakan yaitu pedoman wawancara, 
dokumentasi, alat perekam, dan alat tulis yang penulis anggap relevan dengan 
penelitian ini. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
1. Teknik pengolahan data 
      Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara: 
a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih 
belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi 
ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan 
pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh. 
b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusun dan penempatan data pada tiap pokok 
bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 
c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 
bahasan yang telah ditentukan.7 
2. Analisis data  
      Data dalam penelitian kualitatif dianalis melalui membaca dan meriview data 
(catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-
pola yang muncul.8 Analisis data yang dimulai dengan cara memutar kembali 
rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menulis 
kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman  tersebut. Setelah 
peneliti menulis hasil wawancara tersebut ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti 
harus membaca secara cermat untuk kemudian di lakukan reduksi data peneliti 
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membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan 
memncatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian 
atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya 
saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Kemudian  dianalisis 
secara deskriftif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kondisi Desa 
1.Sejarah Desa  
       Desa Sumi adalah Desa Sumi berasal dari sekelompok orang yang berasal dari 
suku pribumi yaitu suku Bima yang hidup bersama-saam, kemudian berbangunlah 
beberapa saudagar yang sekaligus memiliki misi menyebarkana Agama Islam yang 
disinyalir berasal dari suku Bugis, setelah sekian lama jumlah mereka semakin 
bertambah dan mendirikan sebuah kampung di sekitar “Temba Romba” yang 
kemudian diberi nama kampung Selaja Lopi. Selaja berarti pondok dan Lopi berarti 
Perahu, Selaja Lopi nerupakan pondok yang didirikan oleh para saudagar untuk 
membuat perahu sebagai sarana melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Indonesia 
bagian Timur. Karena jumlah mereka sudah semakin banyak maka mereka 
melakukan musyawaraah untukn menentukan seorang pemimpin yang dinamakan 
Kepala Kampung. Dalam menentukan seorang pemimpin kam;ung maupun 
merencanakan segala sesuatu yang akan dulakukan selalu dilakukan secara bergotong 
royong dan bersama-sama. Olah karena itu kampung Selaja Lopi berkembang besar 
menjadi kampung sumi dengan julukan pemimpinnya adalah “ Gelarang “ yang 
sekarang ini telah menjadi Desa Sumi.  
      SUMI yang merupakan singkatan dari “Sujud Untuk Musyawarah Islam” yang 
berarti bersama-sama dan bermusyawarah dalam hal kebaikan sesuai syari‟at Islam, 




Gotong Royong yang dikoodinir langsung oleh kepala kampung yang dipercayakan 
oleh masyarakat. 
      Desa Sumi adalah salah satu Desa dari 14 (Empat Belas) Desa yang ada di pusat 
Kota Kecematan Lambu. Luas Wilayah Desa Sumi ± 8.667.46 m2 dengan jumlah 
penduduk 4.373 jiwa yang terdiri dari alki-laki sebanyak 2.186 orang dan perempuan 
sebanyak 2.187 yang memiliki kepala keluarga sebanyak 1.007 KK dengan batas-
batas wilayah : 
    Tabel 4.1 
Batas-batas wilayah 
Letak Batas Perbatasan Dengaan 
Sebelah Utara Desa Soro dan Desa Melayu Kec. Lambu 
Sebelah Selatan  Desa Rato Kec. Lambu 
Sebelah Barat Desa Lanta Kec. Lambu 
Sebelah Timur Desa Lambu Kec. Lambu 
    Sumber. Profil Desa Tahun 2017.1 
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Untuk mengetahui kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sumi pada umumnya 
memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, 
perkebunan, peternakan, nelayan, dll. 
2. Pemerintahan Desa 
Desa Sumi merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di kec. Lambu, yang 
telah terbentuk sekitar 78 tahun yang lalu dengan pemimpin desa yang disehbut 
Gelarang, selama 56 tahun yaitu dari tahun 1927 s/d 1973 berturut-turut dipimpin 
secara berturutan oleh 4 orang Gelarang yaitu : 
1. H. Hasyim 
2. H. Yasin 
3. H. Ahmad Toha 
4. H.M Saleh H. Hasyim.2 
     Sekitar tahun 1973 Sumi berubah statusnya menjadi Desa sampai dengan sekarang 
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        Tabel 4.2 
Susunan Kepala Deas Sumi 
No  Nama  Masa Jabatan 
1. A. Gani H. A. Kadir 
 
1973-1994 
2. H. Mas‟ud H. Ahmad 
 
1994-2002 
3. Syamsuddin, SE 
 
2002-2007 
4. Jaharuddin H. Mansyur 
 
2007-2013 
5. Ibrahim H.A. Latif 
 
2013-2017 
        Sumber. Profi Desa 2018.3 
3. Kondisi Geografis Desa 
     Kondisi geografis yang secara langsung mempengaruhi kondisi iklim disebagian 
Desa Sumi tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecematan Lambu. Secara 
umum dengan dua musim, Yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan juni 
hingga Nopember dan musim hujan antara bulan Desember hingga April dengan 
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temperatur/suhu udara rata-rata berkisar 35 derajat Celcius kelembaban udara 
berkisar antara 0-15 Celcius, sedangkan keadaan curah hujan sebesar 28-36 mm 
dengan curah hujan terendah bulan April dan curah hujan tertinggi pada bulan Jauari. 
    Tabel 4.3 
Luas Dusun, RW, RT, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 










Dusun Sori - 1.071 1.127 2.198 
Dusun Amba - 992 961 1.953 
UPT Baku - 123 99 222 
Jumlah  - 2.186 2.187 4.373 
    Sumber. Profil Desa tahun 2018.4 
      Dari isi tabel diatas penulis dapat menyimpulkan dari beberapa jumlah kepadatan 
penduduk yang ada di  Desa Sumi lebih banyak jumlah penduduk dari Dusun Sori 
dan lebih banyak dari kalangan perempuan. 
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     Kepadatan penduduk Desa Sumi berada pada Dusun Sori sedangkan kepadatan 
penduduk terendah terdapat di Dusun UPT Baku. 
5. Agama dan Budaya Desa Sumi 
 Penduduk yang tinggal di Desa Sumi Bermayoritas beragam Islam. Hidup 
dalam suasana saling tolong menonolg, bantu membayu, dan gotong royong sudah 
menjadi ritme kehidupan kehidupan sehari-hari di Desa Sumi. Kebiasaan sosial itu 
sering dirsebut  “Mbolo Weki” yaitu tradisi kumpul bersama. Nilai-nilai solidaritas 
sosial dan kebersamaan masyarakat seperti hanta uma merupaka wujud saling 
membantu, gotong royong untuk menyelesaikan suatu imbalan jasa. Contoh lain yang 
dalam acara pernikahan tentunya masyarakat mengadakan “mbolo weki” terlebih 
dahulu untuk menenntukan hari/tanggal dan tempat berlangsungnya pernikahan 
tersebut dimana masyarakat setelah itu saling meembantu dengan semangat gotong 
royong untuk menyelenggarakan pernikahan tersebut sampai selesai. Keyakinan 
terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Sumi 
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Jumlah Penduduk menurut Agama 
Agama  Jumlah  Presentase  
Islam  4.373- 100% 
Kristen  - - 
Katolik - - 
Budha - - 
Hindu  - - 
     Sumber. Profil Desa tahun 2018.6 
      Dari isi tabel diatas penulispun dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk 
menurut Agama yang ada di Desa Sumi lebih Mayoritas beragama Islam, dan 
alhamdulillah masih sampai sekarang, tidak ada agama lain yang masuk selain 
dari pada Agama Islam. 
6. Isu starategis dan Masalah Mendesak 
      Dengan memperhatikan analisa lingkunagn eksternal dan internal, isu strategis 
Desa Sumi dalam 6 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 
a. Belum memadai saluran drainase maupun pembuangan air di musim hujan yang 
menyebabkan banjir yang sudah jadi rutinitas tahunan, 
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b.  Rendahnya budaya masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan belum optimalnya sinergi pemerinath Desa dengan pemerinath 
dan pemerintah Kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan 
informasi; 
c. Kurangnya kerjasama antar pemerintah Desa dengan masyarakat dalam 
melaksakan keberhasilan lingkungan; 
d. Lemahnya koordinasi pemerintah Desa untuk mendukung percepatan 
pembangunan di Desa. 
7. Pendapatan/penghasilan masyarakat Desa dari berbagai sektor usaha 
Tabel 4.5 
struktur perekonomian Desa Tahun 2013-2015 
Lapangan usaha 2013 2014 2015 2016 
Perdagangan  47 50 54 59 
Hotel dan Restoran 0  0 0 0 
Pertanian  1.850 1.862 1.870 1.877 
Perikanan  25 27 30 30 
Perkebunan  79 83 87 89 
Kuli Bangunan    - - 
Dst.....     
Jumlah  2124 2142 2164 2180 
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Profil Desa Sumi 2018.7 
8. Arah kebijakan keuangan Desa 
 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan 
dan belanja daerah Kbaupaten/kota dan digunakan untuk membiayi penyelenggaraan 
pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatn Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
 Anggaran dan pendapatan belanja Desa, yang selanjutnya di singkat APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, pemerintah enganggarkan dana 
Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, dimaan daan Desa bersumber dari 
belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan. 
 Dan Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa dimana pengalokasikan dana 
Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 
jumlah penduduk (25%), jumlah penduduk miskin (35%), luas wilayah (10%), dan 
tingkat kesulitan geografis (30%) yang ditransfer ke APB Desa. 
 Pengelola Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota maupun APB –Desa 
dilaksanakn sesuai dengan ketentuan peraturan  perundan-undangan di bidang 
pengolahan keuangan daerah/Desa dengan dasar hukum PP No 60 Tahun 2014 
tentang engelolaan keuangan Desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taap pada 
                                                             
7
 Profil Desa Sumi, Pengambilan Data di Desa Sumi, Tanggal 13 Oktober 2018 
34 
 
letentuan peraturan perundang-undangan , efesien, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Tata cara pembagian dan 
penetapan rincian dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati 
Kepulauan Bima nomor 8 tahun 2015.8 
Tabel 4. 6 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia 
Umur  Jumlah Penduduk 
1 Tahun  50 Jiwa / Bayi 
1-4 Tahun 350 Jiwa / Balita 
5-14 Tahun 600 / Remaja 
15-39 Tahun 1344 / Dewasa 1 
40-64 Tahun 2300 / Dewasa 2 
65 Tahun 960 / Lansia 
    Sumber: Profil Desa Sumi 2018.9 
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   Tabel 4.7 
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 
No. Pekerjaan  Jumlah penduduk 




2. Nelayan : -Lk 
               -Pr 
96 
0 
3. Buruh Tani/ Nelayan : Lk 
                                -Pr 
12 
8 
4. Buruh Pabrik : -Lk 
                      -Pr 
3 
0 
5. PNS : -Lk 
          -Pr 
33 
42 
6. Pegawai Swasta : -Lk 
                          -Pr 
30 
30 
7. Wiraswasta/pedagang : -Lk 




8. Lainnya  0 
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Sumber. Profil Desa tahun 2018.10 
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Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Masyarakat  Desa sumi, sedangkan 
sampel dari penelitian ini adalah 50 orang. 
No.  Nma / Jabatan Umur  
 Ibrahin H. A. Latif / Kepala Desa  41 tahun 
2. Askardin / Sekertaris Desa 28 tahun 
3. H. Ishaka / Tokoh Agama 91 tahun 
4. Anwar / masyarakat Desa 56 Tahun 
5. Nasution / Penyuluh KUA 34 tahun 
6. Firman  / Guru SMA 30 Tahun 
7.  Faisal / Pegawai KUA 37 Tahun 
8. M. Ali / Tokoh Masyarakat 67 tahun 
9. Arno / Anggota BPD 33 Tahun 
10. Kasim / PNS 54 Tahun 
11. Saiful / Tokoh Masyarakat  43 Tahun 
12. Azhar / Tokoh Agama 45 Tahun 
 
B. Prosesi Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Kawin Hamil di Desa 
Sumi 
 
Dalam sebuah Perkawinan terdapat berbagai macam syarat dan rukun agar 
dapat mensahkan suatu perkawinan, salah satunya adalah Wali. Sebagaimana yang 
kita ketauhi bahwa tidaklah sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Menjadi 
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seorang walipun memilik syarat-syarat tertentu, yang dimana wali nikah itu harus 
dewasa, baliq, berakal, sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam ihram. Adapun 
hasil dari wawancara peneliti yang dikemukakan oleh Pak Nasyution mengatakan 
bahwa, 
 Syarat menjadi wali nikah di KUA Sumi sama dengan penentuan wali nikah 
pada umumnya, baik dari semua materi dari Fiqih ataupun dari KUA lainnnya, yang 
dimana harus laki-laki, merdeka, Islam, adil, aqil, balig dan Tidak sedang dalam 
ihram.Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari 
empat kelompok dalam urutan kedudukan, dengan mendahulukan kelompok yang 
satu dari pada kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai 
wanita.11  
Adapun urutan kelompok wali sebagai berikut: 
1. Kelompok kerabat garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan   
seterusnya. 
2. Kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan 
laki-laki mereka. 
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dari 
ayah dan keturunan laki-laki mereka. 
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah kakek dan 
keturunan laki-laki mereka. 
    Dalam hal urutan, mendahulukan yang paling dekat kekerabatannya dengan calon 
mempelai wanita, jika derajat kekerabatannya sama, maka mendahulukan yang lebih 
tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali nikah yang  paling berhak 
urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak wali bergeser kepada 
wali nikah urutan berikutnya. 
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      Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 
atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 
gaib atau adahal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim 
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang 
menetapkan wali adhalnya.12 
 
Adapun bagan/struktur  urutan penetapan Wali Nikah.13  
“Nikah itu tidak sah tanpa ada wali dan dua orang saksi”. 
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a. Alasan Penyerahkan hak atas Wali dari wali nasab kepada wali hakim atau Kepala 
KUA 
    Dari hasil wawancara terdapat berbagai alasan mengapa wali nasab enggan dan 
tidak mau menikahkan anaknya, diantaranya adalah:  
1. Aib, 
2. Rasa malu yang sangat besar, 
3. Tidak nyaman dengan ocehan tetanggga dan orang sekitar, dan 
4. Kecewa dan merasa bersalah karena telah gagal mendindik anaknya 
Dari beberapa alasan diatas, penulis melihat bahwa kondidi atau keadaan 
orang tua korban dari perkawinan hamil tersebut, banyak yang enggan menjadi wali 
nikah anaknya, sebap alasan-alasan tersebut. Akan tetapi yang umum biasa terjadi 
adalah mereka yang merasa malu terhadap tindakan dan perbuatan anaknya yang 
tidak senonoh atau memalukan keluarga, sehingga mereka tidak mau mebikahkan 
anaknya. Sehingga merekapun meminta Kepala KUA atau wali hakim yang menjadi 
wali nikah anaknya, sedangkan masih ada wali dari keluarga terdekat atau kerabat 
selain dari pada Ayah yang dapat menjadi wali nikah.  
b. Penyerahan dan penerimaan hak atas wali nikah bagi anak perempuan kawin hamil 
Penyerahan atau perpindahan hak atas wali, tidak diatur dalam Undang-
undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam, begitupula di dalam 
Anak Paman Kakek 
Wali Hakim 
Anak Paman Kakek 
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KUA kec. Lambu, melainkan mereka melakukan atas dasar suka rela dan keihklasan 
antara keluarga mempelai perempuan dan Kepala KUA. Dengan berat hatipun Kepala 
KUA menerima peralihan hak atas wali untuk putrinya yang akan dinikahkan. 
Peralihan wali pada dasarnya sangat besar resiko yang akan di tanggung eleh kepala 
KUA sendiri, akan tetapi melihat daripada orangtua yang enggan menikahkan 
anaknya, sehingga Kepala KUA harus menerima untuk menjadi wali hakim dalam 
pernikahan tersebut. 
c. Hukum nikah hamil menurut 4 Madhab 
Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf yang jelas 
kelelakiannya atau kewanitaanya yang bukan suami istri, atau memasukannya 
hasyafahnya laki-laki yang asli yang sambung atau kadar dari hasyafahnya ketika 
tidak mempunyai hafsyah kedalam vagina asli perempuan yang diharamkan sebap 
dzatiyah haramnya diluar perkawinan bersamaan tidak adanya subhat. 
Zina merupakan berbutan moral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi 
pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan hambanya agar terhindar dari 
perzinahan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al- Isra/17;32) 




“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan 
suatu jalan yang buruk.”14 
Di dalam Islam, zina termaksud dosa besar, hal dapat dilihat dari urutan 
setelah penyebutannya setelah dari dosa musryik dan membunuh tanpa alasan yang 
haq, Allah berfirman:  
 
                        
                 
Terjemahnya; 
      “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak 
berzina.” (QS. Al- Furqaan/25;68).15 
Kalau pandangan Madzah Hnaffiyah masih terdapat perbedaan pendapat diantaranya: 
1. Pernikahan tetap sah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun 
tidak. 
2. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, 
dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan, 
3. Boleh menikah dengan orang lain asalkan sudah melahirkan, 
4. Boleh menikah asalkan sudah melewati haid dan suci, dan ketika sudah 
menikah maka tidak boleh dikumpuli keculi sudah melewati masa Istibro‟. 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 367 
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     Sedangkan pandangan dari Madzhab Malikiyyah adalah tidak sah perkawinannya 
kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya, dan ini harus memenuhi syarat, yaitu 
harus bertaubat terlebih dahulu. 
       Kemudian pendapat dari Madzah Syafi‟i lebih longgar. Bukan berarti zina itu di 
longgarkan. Itu adalah praduga yang salah, karena perzinahan apapun sudah terkutuk. 
Imam Syafi‟i berkata, “Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu 
haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buah yang haram tadi sudah jadi 
halal ? itu sudah halal.” Tapi agar tidak salah paham apakah dia sudah terbebas dari 
dosa zina ataukah dia sudah terbebas dari murka Tuhan ? TIDAK. Itu tadi dari segi 
hukum. Dalam pandangan Madzhab ini, wanita yang zina itu tidak memiliki masa 
iddah, adapun jika dia melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah. 
  Akan tetapi dalam pandangan Ashab Syafi‟i masih terdapat perbedaan pendapat, 
antara lain yaitu; 
1. Orang yang zina tidak boleh menikahi wanita tersebut selamanya, 
2. Tidak boleh menikah kecuali sudah taubat 
3. Keharamanya seperti keharaman Mushoharoh. 
   Menurut pandang Madzhab Mambaliyyah, ini identik seperti pendapatnya 
Syafiiyyiah, yaitu; pernikahan tetap sah, sebab wanita hamil diluar perkawinan itu 
tidak memiliki masa iddahnya. 
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       Dari perbedaan pendapat di atas, diantaranya yang mempunyai persamaan 
pendapat yaitu tentang tidak diisyaratkan harus dengan laki-laki yang telah 
menghamili wanita tersebut. Adapun pendapat tersebut diambil dari pendapatnya 
Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Maliki. Dan persamaan antara Syafiiyyah 
dan Hanifiiyyah itu terletak tidak ada masa iddahnya. 
Bagaimana dari status Anaknya ? 
      Kalau berbicara dari segi substansi, dari pandangan Allah itu bukan anak yang 
sah. Hukum datang lagi karena dampaknya begitu besar. Anak itu dapat dilihat kapan 
lahirnya. Batas minimal waktu kehamilan berapa lama ? ada orang yang mengalamai 
hanya 7 bulan. Jadi kalau anak itu lahir dalam batas minimal dan tidak melewati batas 
maksimal (katakanlah 1 tahun), dari segi hukum bukan substansi dianggap anaknya 
sah. Maksudnya, jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan maka anak itu 
hasil dari perzinahan, dan jika lahirnya lebih dari 6 bulan, maka anak tersebut bukan 
hasil dari perzinahan. Dan pendapat dari      Syafiiyyah, nasab anak itu tidak ikut pada 
ayahnya. Bahkan jika sang ayah ingin menikahinya maka tidak dilarang, akan tetapi 
dari Imam Syafii sendiri tidak suka dengan hal tersebut. Dan jika benar terjadi, maka 
pernikahan tidak menjadi fask. 
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      Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hambal, laki-laki 
yang sudah berzina tidak boleh menikahi anak yang hasil dari zina tersebut. Dan 
alasn keharamannya dari ulama-Ulama‟ ashabnya berbeda pendapat. Adapun dari 
ulama‟ Mutaqoddimun itu pelarangannya sebab bukan menikahi anaknya sendiri, 
akan tetapi anak dari wanita yang telah dihamilnya sebab nasabnya menjadi 
mushoharoh. 
Dalam kondissi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim 
mungkin saja bisa menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung 
anak itu menolak untuk menikahkan putrinya sehingga menimbukan mudhorat, istilah 
yang sering dikenal adalah wali adhal. Namun tidak mudah bagi seorang hakim 
ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau 
ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, 
pemeriksaan kepada banyak pihak termaksud kepada keluarganya juga dan terutama 
kepada ayah kandungnya. 
        Dan untuk itu di perlukan proses yang sangat lama, karena harus memerlukan 
banyak orang, juga harus didengar seksama apa yang melatar belakangi sehingga 
orangtuanya tidak mau menikahkanya. 
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Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali ? adhal itu memang 
dianggap mengada-ngadakan dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu 
hakim yang syah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk 
menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghidari dari resiko zina yang besar 
kemungikjnan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu.  
      Tetapi sekali lagi sangat besar tanggungjawab seorang hakim, bila sampai ia 
harus mengambil alih kewalian wanita tersebut. Dan tentu saja keputusn ini harus 
melalui proses yang syah dan resmi menurut pengadilan yang ada. Bukan sekedar 
hakim-hakiman yang prosesnya kucing-kucingnan.  
AYAT TENTANG WALI NIKAH 
 
1. Allah berfirman dalam QS. An-Nur, (24):32 
 
                            
             
Terjemahnya; 
 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” 
Maksudnya: 
Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, 
dibantu agar mereka dapat kawin. 
 




                          
                                
                    
Terjemahnya: 
     “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih 
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.16 
 
3. QS. Al Baqarah, (2): 221 
 
                               
                          
                              





     “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 
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dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.17 
 
 
4. QS. Al Baqarah (2): 232 
                          
                                 
                   
Terjemahnya: 
      “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih 
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.18 
 HADIS TENTANG WALI NIKAH 
 
Hadis Pertama : 
 
  اَهَقََّلط َُّثُ ,ُهاَِّيإ اَه ُتْحَكَْنَأف ,ِلِ ِّمَع ُنُْبا ِنىَاَتَأف ,ََّلَِا ُبَطُْتُ ٌتُْخا ِْلِ ْتَناَك
 ِنىَاَتأ َلِِا ْتَبِطُخ ا َّمَل َف اَه ُت َّدِع ْتَضَق َْنا َّتََّح ,اَهََكر َت َُّثُ ,ًةَعْجَر ُوَل َاقَلََط
 :ُتْلُق َف ,اَه ْ َبطَْيَ اَذِاَو( َُةَيلَْا ِهِذَى ْتَِلُزن َّىِفَف :َلَاق اًدََبأ اَهُحِكُْنأ َلَ ,ِللهاَو َلَ
 َّنُهَجاَوَْزا َنْحِكْن َي َْنأ َّنُى ْوُلُضْع َت َلََف َّنُهَلَجَا َنْغَل َب َف ِءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط–  )ةيلآا
.ُهاَِّيإ اَه ُتْحَكَْنأَو ِنِِْيَيَ ْنَع ُتُر َّفَكَف :َلَق 
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       “Aku mempunyai saudara perempuan yang pinangannya dilakukan 
kepadaku, Maka datanglah kepadaku seorang anak pamanku, lalu aku 
menikahkan saudaraku rujuk namun dibiarkannya hingga „iddahnya berakhir. 
Tatkala ada orang datang meminagn saudaraku, anak  (mantan suaminya) 
datang pula meminangnya. Karena itu aku berkata: “Tidak, Demi Allah aku 
tidak akan menikahkannya (dengan engkau lagi) buat selama-lamanya. 
Berkatalah Ma‟qil: “Maka Padakulah turun ayat ”waidz thallaq tumun nisaa’a 
faba laghna ajalahunna fala ta’du luhunna an yankinna azwaajahunna”- dan 
apabila kamu menalaki istri-istrimu, lalu sampailah apda masa „iddahnay 
berakhir, maka jangan kamu mengahalanginya menikah kembali dengan 
bekas suaminya. Ma‟qil berkata: “Karena itu au kafaratkan sumpah dan aku 
nikhakna saudaraku kembali.” (HR. Al-Bukhari, Abu Daud dan At-
Turmudzy: Al-Muntaqa 2:512).19 
Hadis kedua : 
 .ُوُل ْثِم َّلَِا ُحِكْن َي َلَ ِدْوُلْح
َ
لما ِنىاَّزلا :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ِللها َّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق 
  َّصلا ِنْب َةَداَبُع ْنَعَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق َلَاق ُوْنَع ُللها َىِضَر ِتِما
 ُدْلَج ,ِرْكِبْلِاب ُرْكِبْلا ,ًلَْيِبَس َُّنَلَ ُللها َلَعَج ْدَق َف , ِّنَِعاْوُذُخ , ِّنَِعاْوُذُخ( َمَّلَسَو
 َّرلاَو ٍَةئاِم ُدْلَج ِبِّيَّ ثلِاب ُبِّيَّ ثلاَو ,ٍةَنَس ُىْف َنَو ٍَةئاِم ٌمِلْسُم ُهاَوَر )ُمْج  
 
C. Pendapat masyarakat terhadap perkawinan Hamil di Desa Sumi Kec. Lambu 
NTB 
 
     Beberapa pendapat dari warga atau masyarak yang ada di Desa Sumi hasil dari 
Wawancara penulis, di antaranya adalah Atas Nama Pak Askardin sebagai Sekertaris 
Desa Sumi umur (28) tahun, beliau mengatakan bahwa,  
“pada realitas sekarang tidak bisa dipungkiri memang bahwa maraknya perkawinan 
hamil yang terjadi, baik dari kalangan anak-anak maupun di kalangan para remaja, 
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dengan berbagai macam faktor sehingga dapat mempengaruhi mereka melakukan 
kawin hamil tersebut, yang dimana kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang 
tua, kurangnya didikan, arahan, dan bimbingan baik di sekolah, di lingkungan di 
sekitanya, dan terutama di ruamhnya sendiri, sehingga mengakibatkan mereka dengan 
mudah mengikuti ajakan dari teman-temannya untuk keluar kemanapun temannya 
pergi. Terlebih lagi tidak ada sama sekali pemahaman tentang Agama sehingga 
mereka tidak bisa membedakan mana perbuatan yang pantas di lakukan dan yang 
tidak pantas untuk di kerjakan. Dan adapun upaya yang bisa di lakukan agar bisa 
memalisir terjadinya kawin Hamil adalah, lebih menekankan anak-anaknya dalam 
hal-hal kebaikan, selalu memberikan arahan dan nasehat, perhatian yang lebih dan 
tidak membiarkan dalam kebebasan yang berlebihan dalam bergaul, terutama dalam 
menggunakan Tehknologi”.20 
 
     Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, perkawinan Hamil 
yang terjadi di Desa Sumi sangat pemprihatinkan, sebab kebanyakan dari kalangan 
remaja yang terpelajar. Seperti yang dijelaskan oleh pak Askardin di atas, faktor yang 
paling utama adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua mereka, 
selanjutnya kurangnya didikan dan pengetahuan, terutama ilmu tentang Agama, 
sehingga mereka tidak mampu mengendalikan Nafsu Birahi mereka, dan tidak bisa 
membedakan mana tindan yang buruk dan tindakan yang baik. Diharapkan kepada 
orang tua dan keluarga terdekat agar lebih memperhatinkan anak-anaknya, baik 
ketika mereka berada di Rumah ataupun ketika mereka keluar dari rumah, salah 
satunya adalah meneliti teman-teman terdekat mereka, karena kebanyakan kenakalan 
remaja sekarang sebab ajakan teman-temannya dan lingukan di sekitarnya yang tidak 
konduktif. 
      Selanjutnya di utarakan dari hasil wawancara kedua atas nama Nasution salah 
satu pejabat KUA sebagai Pengelola Urusan Agama di Desa Sumi umur (38) tahun, 
beliau mengatakan bahwa; 
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     “Tidak banyak anak perempaun yang kawin dari hasil Pekawinan hamil ibunnya, 
yang ada hanya beberapa pasangan saja yang dapat terhitung dengan jari, melainkan 
yang lebih banyak terjadi adalah adanya perkawinan hamil pertama itu sendiri. 
Mengapa beliau dapat mengatakan hal demikian, karena memang dapat diketahui dari 
kelahiran perempuan sejak dari perkawinannya, namun tiak hanya dengan cara itu 
saja, tetapi Pak Nasution juga pernah melakukan penelitian di sebuah Puskesmas 
terdekat menanyakan tentang kehamilan dan kelahiran masyarakat sekitar. Setelah 
diperhitungkan dari awal pernikahan dan sampai kehamilannya tidak mencapai masa  
kehamilan pada umumnya, seperti yang kita ketahui pada umumnya adalah usia 
kehamilan 180 hari atau 9 bulan, maka jika ada yg lahir dari waktu yang tidak 
mencukupi dari itu berarti kehamilannya sejak sebelum adanya perkawinan. Pak Nas 
juga sedikit memberitahukan tentang wali nikah bagi anak perempuan kawin hamil, 
yang dimana wali nikah yang seharusnya dari nasabnya, yakni ayah biologisnya 
sendiri yang telah mengahmili ibunya, jika bukan ayah maka kakek dari ayah dan 
seterusnya, akan tetapi ada juga yang menjadikan wali nikahnya adalah wali Hakim 
tanpa menjadikan wali nasab atau wali dari kerabatnya, dengan alasan untuk 
menutupi aib atau rasa malu terhadap keluarga dan tetap menjaga nama baik 
keluarga.21 
      Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Ishaka salah satu Tokoh 
Agama di Desa Sumi, tepatnya di kampung Selaja lopi. H. Ishaka yang 
mengungakpak akibat dari pada Kawin Hamil. Beliau mengatakan bahwa dalam 
bahasa Bima. 
 
 “Di badesi ba nami matua kai di rasa ke, Sapoda kaina ana dohoe ade di nika kai ade 
nae loko kai re ati wati tahona di karawi ba ndai ta douma Islam ma taho maloara 
bade. Pala bunesi nggahi re ba karna waura ulu kai karawi ma iha edere, ndadi kaina 
taka nika du ni, ba fiki mbali ta dimai kaiba iha ra mori woko ana na pedere. Wara kai 
nggahi da taho ba nami ke ana dohoe ededu, nawaraku dimai kai ba iha kento kai di 
mori ra woko mena mu pedere ni, nawara rauja iha laona di ru‟u ba ana mena mu 
pedere ni. Wara ja maja douma tua mena mu, di nggahi kai ba dou ta kompe ra pei, 
nawara menaku nggahi ra eli ma iha mada taho di ringa ba fiko, de malai kai au si, di 
ili kai maja ma nae taka nika du ana ma waura karawi ma iha de ni, pala loa kai si 
ru‟u ba ngomi doho makento aina du karawi wali mu au mada taho di karawi, kau kai 
lao sekolah re ana doho loakura ndadi mena mu douma taho loara bade paida turu 
kara wi ma iha”.22 
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“Sepengetahuan saya sebagai orang tua dan tertua di kampung ini ,yang 
sebenarnya kawin hamil tidak patut untuk dilakukan bagi kita sebagai uamat muslim, 
yang tau dan paham akan Agama serta ajarannya, apalagi bagi kalian yang sudah 
terdidik dan terpelajar. Sehingga orang taulah yang menanggung malu dan banyak 
mendengarkan ocehan dan cacian dari orang lain ataupun tetangga, Namun apalah 
daya jika semua telah terjadi, untuk menutupi aib dan malu, sehingga orang tau harus 
menikahkan anaknya walau dalam keadaan hamil, sebab jika dipikirkan kembali 
nasib dan nasab anaknya kelak. Dan pesan untuk kalian yang masih dalam dunia 
pendidikan janganlah  mengikuti mereka yang terlanjur mengedepankan hawa nafsu 
mereka, tanpa befikir lebih panjang untuk masa depan mereka.  
 
Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, perkawinan hamil 
tidak sepantasnya diilaksanakan karena akan banyak mengundang aib dan fitnah yang 
tidak diinginkan terjadi, dengan diperkuat pandangan Pak H. Ishaka di atas beliau 
sangat tidak menginginkan adanya perkawinan hamil, sebab akan mendatangkan 
bencana di kehidupan sehari-hari dan bisa saja yang terjadi adalah Azab dari Allah 
Swt. Beliau juga memberikan pesan kepada penulis agar kami ettap pandai menjaga 
diri sebagai perempaun etrutama menjaga kehormatan dan kesucian kami, dan tidak 
mudah terpengaruhi dari hal-hal yang tidak senonoh, apalagi sampai terfjadi Kawin 
Hamil. Nauzdu billah. 
      Berikutnya  hasil wawancara penulis dengan salah satu Guru SMA, atas Nama 
Ibu Suraya (28) tahun  Guru Honorer di Desa Sumi, Ibu Suraya mengatakan bahwa: 
“Pada dasarnya Kawin Hamil itu tidak diperbolehkan untuk dilangsungkan, sebab 
akan banyak dampak negatif. Walaupun pada dasarnya ada sebagian ulama yang 
berpendapat bahwa yang memebolehkan kawin hamil itu terjadi, bukan berarti kita 
juga harus berpedoman akan hal itu, akan tetapi mengapa sebagaian ulama 
membolehkannya sebap alasan yang memungkinkan atau dalam keadaan darurat atau 
dalam istilah daruriyah. Kawin hamil juga sebenarnya tidak boleh di teruskan akan 
banyak dampak negatifnya bagi anak-anak dan dari kalangan Remaja, karena pikiran 
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mereka masih labil, mereka belum tau apa-apa apalagi masalah perkawinan. Orang 
yang dewasa saja dalam sebuah rumah tangga masih ada yang belum bisa menjaga 
kerukunan dalam rumah tangga mereka, disebapkan masih banyak yang belum 
dipahami mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dalam berkeluarga,  
apalagi bagi mereka yang masih usia belia, sungguh tidak memungkinkan mereka 
bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka.”23 
 
      Dari wasil wawancara diatas pula dapat penulis simpulkan bahwa, segala sesuatu 
terjadi karena sebab dan akibatnya, dan segala apa yang terjadi harus dilihat dari 
konteks dan tekstualnya, begitupun juga dengan adanya perkawinan Hamil di Desa 
Sumi, dengan berbagai faktor yang terjadi, salah satunya pergaulan bebas. Seperti 
yang dijelaskan Ibu Suraya di atas diperbolehkannya kawin Hamil karena sebap 
keadaan yang darurat, dengan melihat keadaan wanita yang hamil tanpa ada ikatan 
perkawinan, dan di kwatirkan nasib anaknya kelak, sehingga di izinkanlah untuk 
melangsungkan perkawinan, dengan laki-laki yang menghamilinya. 
 
Terakhir hasil wawancara penulis dengan saudara Rahmi (23) tahun sebagai 
URT (Urusan Rumah Tangga) di Desa Sumi Kampo Woha, Ibu Rahmi mengatakan 
bahwa, 
 “Perkawinan hamil yang terjadi sekarang ini, khusnya di Desa Sumi sangatlah 
banyak, dan menurut saya pribadi sangatlah memprihatinkan, terutama bagi mereka 
yang masih berstatus pelajar, ada yang dari tingkat SMP dan SMA. Sejauh ini saya 
melihat dengan maraknya kawin hamil di Desa Sumi sebab kurangnya kasih sayang 
dan didikan dari orang tua mereka, sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh teman-
teman sejalan mereka di tambah lingkunagn yang tidak mendukung. Diharapkan bagi 
orang tua agar lebih memperhatikan keadaan anaknya, dan memberikann pengawasan 
yang lebih ketika bergaul, dan selalu memberikan nasehat daan arahan supaya bisa 
menjaga diri mereka dengan baik. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan 
adanya Kawin Hamil, karena keadaan orang-orang dikampung yang sangat kental 
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 Suraya (28) tahun, Guru SMA, wawancara, di Desa Sumi, 13 oktober 2018 
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dengan istilah kata Gosip/Ghibah (yang suka membicarakan kejelakan orang lain) 
sehinga orang tua dan keluarga pasti merasa malu dengan keadaan dan kelakuan 
anakya,bisa saja terjadi merusak nama baik keluarga. 24 
 
Dari berbagai hasil, bisa juga  wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa perempuan yang menikah dalam  keadaan hamil boleh saja dilakukan 
sepanjang yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, dan tidak boleh 
dinikahi oleh laki-laki yang bukan yang menghamilinya, dan kawin hamil secara 
hukum tetap sah, dan sebagian dari pendapat para ulama juga yang membolehkan 
perkawinan hamil bagi perempuan yang hamil di luar nikah. Akan tetapi ada juga 
sebagian Masyarakat di Desa Sumi yang tidak sepakat dengan adanya perkawinan 
hamil ini, sebab akan ada banyak yang ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan dalam kehidupannya ke depan.  
      Penulispun berpendapat bahwa, sungguh disayangkan dengan banyaknya 
perkawinan hamil ini di kalangan Masyarakat,baik di pedesaan ataupun  diperkotaan, 
dari berbagai aspek yang terjadi, di antaranya aspek Ekonomi, Sosial/Lingkungan  
kurangnya Ilmu Pengetahuan, terutama pengetahuan tentang keagamaan, kurangnya 
pendidikan, nasehat dan arahan dari orang tua dan keluarga terdekat, sehingga dengan 
mudahnya mereka terbawah arus dari pergaulan lingkungan di sekitar mereka, 
sehingga terputuslah pula pendidikan mereka, dan masa depan yang tak terarah. 
      Sekaitan dengan perilaku seks bebas yang terjadi dalam kenyataan sekarang, 
akibatnya banyak perempuan hamil tanpa suami, bahkan perempuan bersuami yang 
jauh dari suaminya tidak sedikit yang hamil lalu menikah dan melahirkan anak, 
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 Rahmi (24) tahun, URT, wawancara, di Desa Sumi, 11 oktober 2018 
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bahkan sebagian lagi melahirkan anak sebelum atau tanpa menikah, sebagai akibat 
dari perilaku free sex pra nikah di kalangan pemuda,remajadan orang tua.  Dan tidak 
sedikit di anatar mereka yang hamil tanpa suami tersebut adalah anak-anak di bawah 
umur usia nikah ideal 21 tahun, Bahkan di bawah umur minimal bagi perempuan 16 
tahun. 
Kebanyakan dari para pelaku perbuatan keji tersebuthanya memikirkan 
kenikmatan sesaat, tanpa sadar akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. 
Salah satu akibat dari perilaku free sex adalah lahirnya anak dalam pernikahan yang 
sah, namun demikian, meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan  yang sah, tapi 
anak tersebut lahir sebagai akibat dari hubungan tidak sah (free sex) pra nikah. 
      Sekaitan dengan perilaku seks bebas yang terjadi dalam kenyataan 
sekarang,akibatnya banyak perempuan hamil tanpa suami, bahkan perempuan 
bersuami yang jauh dari suaminya tidak sedikit yang hamil lalu menikah dan 
melahirkan anak, bahkan sebagian lagi melahirkan anak sebelum atau tanpa menikah, 
sebagai akibat dari perilaku free sex pra nikah di kalangan pemuda,remajadan orang 
tua. Dan tidak sedikit di antara mereka yang hamil tanpa suami tersebut adalah anak-
anak di bawah umur usia nikah ideal 21 tahun Bahkan di bawah umur minimal bagi 
perempuan 16 tahun. 
     Kebanyakan dari para pelaku perbuatan keji tersebuthanya memikirkan 
kenikmatan sesaat, tanpa sadar akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. 
Salah satu akibat dari perilaku free sex adalah lahirnya anak dalam pernikahan yang 
sah, namun demikian, meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, tapi 
anak tersebut lahir sebagai akibat dari hubungan tidah sah (free sex) pra nikah. 
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      Islam adalah agama yang benar di sisi Allah.Islam memiliki hukum yang 
bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis.Seperti halnya hukum anak.Dalam Islam yang 
disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah sesuai 
dengan ketentuan ajaran Islam.  Oleh karena itu, ia memiliki kedudukan terhormat, 
baik dan berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian dan hak waris. 
Kedudukan hukum nikah dalam hukum Islam adalah sah jika wanita hamil 
tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamillinya dan tidak sah jikka wanita hamil  
tersebut dinikkahi oleh bukan laki-laki yang menghamillinya. Hal ini berdasarkan 
KHI pasal 53 tentang nikah hamil, KHI pasal 99 tentang anak sah dan UU 
Perkawinan pasl 42-43 tentang kedudukan anak. 
Keputusan pemmerintah yang diambil dalam sejumlah pasal tersebut di atas 
sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa: 
 
 ِةََحلْصَمْلِاب ٌطُْونَم ِةَّيِع َّرلا َىلًع ُماَمِلإْا ُف َّرََصت 
“Tidaklah seorang pemimpin terhhadap yang dipimpin (rakyat) harus berdasarkan 
pada kemaslahatan”.25 
Dalam kaidah fikih  yang lain di sebutkan bahwa: 
  ح  ك  م   ا  حل  كا  م   ا 
 ل  ز  ما   و  ي  ر  ف  ع   ا  خل  ل  ف 
“Hukum atau keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan 
perbedaan” 
 Berdasarkan dua kaidah fikih tersebut di atas, pemerintah berkewajiban 
menetapkan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat apalagi perbedaan tersebut 
dapat menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. 
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 KTI, Nasution, Kedudukan Hukum Nikah Hamil dalam Perspektif Hukum Islam, 
Universitas Gaja mada, hl. 15. 
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 Sehubungan dengan dibolehkannya menikahi wanita hamil oleh laki-laki 
yang menghamilinya, maka kedudukan hukum anak yang lahir dari nikah hamil 
dalam perspektif hukum Islam sangat tergantung pada keabsahan nikahnya, jika 
nikahnya dianggap sah, lalu anaknya lahir akibat atau dalam pernikahan yang sah, 
maka anaknyapun dipandang sebagai anak sah secara hukum. 
Adapun yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari 
nikah hamil adalah laki-laki yang telah menikahi ibunya secara sah serta 
menyebabkan anak perempuan tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, 
meskipun usia pernikahannya kurang dari enam bulan hingga anak perempuan 
tersebut lahir. 
Adapun beberapa pendapat menurut Para Ulama tentang Hukum Kawin Hamil: 
Zina merupakan salah satu dosa besar setelah kufur, syirik, dan membunuh. Bahkan 
zina juga termaksud ke dalam perbuatan keji yang besar. Jangan melakukan, 
mendekatinya pun sebenarnya kita dilarang. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah 
kamu mendekati zina, sesungguhnya zian itu perbuatan suatu perbuatan yang keji, 
dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra‟:32). Allah telah menatpakan hukuman 
atas pelaku zina tersebut dengan seratus kali pukulan atau ccambukkan. Allah SWT 
berfirmsn: “Peremppuan yang berzina dan laki-laki yang berZian, maka derahlah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS. An-Nur:2). 
Dikutib dari kitab Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar jabir al-
Jaza’iri, bahwa hikmah diharamkannya zina adalah agar memelihara kesucian 
masyarakat Islam, melindungi kehormatan orang-orang Islam,menjaga kesucian jiwa 
mereka. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, maka beliau 
bersabda: “kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari an Muslim). 
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Dan ketiak ingin menikah, pelaku pezina harus melaksanakannya bersama 
dengan orang yang bersangkutan. Karena diharamkam pelaku pezina menikah dengan 
seorang  mukmin. Mereka tidak menjadikan taubatnya pezina laki-laki sebagai syarat 
sahnya pernikahan. Berdasarkan pendapat ini, maka jika seseorang telah bertobt 
sebelum akad nikaah, amak nikahnya sah. Tapi jika tidak (belum bertaubat) maka hal 
yang harus dilakukan adalah memperbarui akad. Tobat dilakukan denagn penyesalan 
dan berjanjintidak mengulangi berbuat maksiat. Namun bagaimana jika pelaku zina 
itu sampai mengnadung sebelum hari pernikahan, lantas bagaimana pandangan Islam 
tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina ? 
Dalam ceramah Ustad Khalid Basmalah pada Channel Youtob Lentera Islam, 
menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil karena 
zina boleh menikah atau sah asalkan bersama dengan laki-laki yang bersangkutan. 
Namun itu adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Karena sebenarnya wanita 
yang sedang hamil tidak boleh menikah atau dinikahkan, dan itu pendapat yang 
paling kuat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan habwa pada zaman Rasulullah, 
seorang wanita hamil karena zina datang kepada beliau, wanita itu pun dianjurkan 
untuk pulang. Bahkan dianjurkan untuk menikah, namun beliau malah menyuruh 
wanita itu menunggu hingga dirinya melahirkan. 
Namun menurut Ustad, anak yang lahir dari hasil zina itu tidak boleh 
dinisbatkan kepada ayahnya. Karena anak yang boleh dinisbatkan adalah anak dari 
hasil pernikahan yang sah. Dan huku syar’i-nya, anak adri hasil zinah dinisbatkan 
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pada Allah, atau hamba Allah, Misal bin Abdullah, Abdulah ini bukan nama Ayahnya 
namun anam seorang hamba Allah. 
Ditambah lagi menurut Ustad Abdul Somad dalam ceramahnya pada channel 
Youtob Para Penjalan, jika anak hasil zina itu adalah laki-laki, maka dia tidak bisa 
menjadi wali bagi adaik perempaunnya yang ingin menikah. Sebab ia adalah saudara 
seibu, dan tidak diakui nasab ayahnya. Dalam hukum pernikahan, saudara laki-laki 
seibu berbeda ayah tidak bisa menjadi wali. Bahkan ketika sang ayah meninggal, 
anak ahsil zian tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Karena orang yang tidak 
memiliki hubungan nasab tidak boleh saling mewarisi. 
  Ustad Abdul Somad menambahkan, jika anak ahsil zina perempuan dan sudah 
waktunya untuk menikah, maka sang ayah tidak boleh menjadi walinya. Dan jalan 
satu-satunya adalah dengan memakai wali hakim. Karena wali hakim adalah wali 
bagi perempuan yang tidak memiliki wali 
 Ternyata pernikahan wanita hamil karena zina tidak sah, dan harus mengulang 
akad nikah setelah anaknya dilahirkan. Bahkan setelah anaknya lahir, nama anaknya 
tidak boleh dinisbatkan pada ayahnya. Tidak sah juga meneriam waris dan menjadi 
wali adik perempuan jika dia laki-laki.26 
 
Manakala menjalani kehidupannya dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku, secara sunnatullah manusia membutuhkan pemimpin yang dapat mengurusi 
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 https : ll nulis. Babe. News/ baca 44e103/ hukum-menikah-saat-hamil/. Di Akses Tanggal 
13 November 2018. 
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berbagai problem yang mereka hadapi. Itulah manusia, makhluk Allah Swt. yang 
mendapatkan kepercayaan dari-Nya untuk memakmurkan bumi ini.  
Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku 
penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa 
dipisahkan. Berbagai program yang dirancangkan oleh pemerintah tak akan berjalan 
dengan baik tanpa dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem 
yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. 
Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang 
harus dipertah ankan. Allah berfirman dalam QS. Al- Furqaan: 54 
                                
Terjemahnya: 
      “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu 
(punya) keturunan dan mushaharah dan Tuhan mu maha kuasa”27 
Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku 
penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa 
dipisahkan. Berbagai program yang dirancangkan oleh pemerintah tak akan berjalan 
dengan baik tanpa dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem 
yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. 
                                                             
27Kementerian Agama Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, h. 567.  
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Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang 
harus dipertahankan. 
Hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintahnya, dengan saling bekerja 
sama di atas Islam dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing, akan 
menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa. Betapa indahnya 
bimbingan Islam dalam masalah ini. Sebuah aturan hidup dan jalan yang terang bagi 





  Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba 
mengemukakan kesimpulan sebagai  berikut : 
1. Prosesi penetapan wali hakim bagi anak perempuan kawin hamil 
a. Proses penetapan wali hakim dalam perkawinan hamil, terkadang 
ada yang menjadikan wali nikahnya adalah wali hakim dan ada juga wali 
nasabnya sendiri, yakni ayahnya. 
b. Sebab kurangnya pengetahuan tentang perkawinan, khususnya 
perkawina wanitan hamil. 
c. Dinisbatkan wali hakim bagi anak perempuan kawin ha mil seba 
orang tau yang tidak mau menjadi wali anaknay, di karenakan malu 
2. Pendapat masyarakat terhadap perkawinan hamil 
 Dalam hukum islam perkawinan hamil boleh dan sah-sah saja 
dilakukan jika yang menikahinya adala laki-laki yang telah mengahilinya. Akan 
tetapi perkawinan hamil yang terjadi di Desa Sumi, ada sebagian pendappat 
mmasyarakat yang  tidak sepkat dengan adanya perkawinan ahmil, seperi 
ungkapan dari bpak H. Ishaka sala satu tokoh Agama, yang mengatakan bahwa, 
kawin hamil itu tidak patut kita lakukan, sebagaiaman kita dikenal umat islam 
yang tau mana yang benar dan yang salah, karena hamil diluar nikah itu perbuatan 





dipikrkan nasib anak yang dikandung, jika tudak dinikahkan maka akan 
dikemanakan ibu dan anaknay nanti. 
3. Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan hamil 
Wali nikah bagi anak perempaun yang lahir dari nikah hamil dalam 
perspektif hukum islam adalah bapaknya yang telah menikahi ibunya secara sah 
yang menyebabkan status anak tersebut sebagai anak sah. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya penegak hukum islam 
di KUA Kecematan agar mencermati dengan teliti dengan syarat calon Pengantin 
yang hendak akad nikah serta walinya. Karena kadang terjadi Kepala KUA 
bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan orangtua nya yang lahir kurang 
dari enam (60 bulan pasca pernikahan orang tuanya disebabpak tidak tuntasnya 
pemahaman tentang hukum nikah hamil dan keabsahan anak akibat nikah  hamil. 
Padahal status anak tersebut anak sah menurut undang-undang dan Kepala KUA 
adalah ASN Pelaksa unfang-undang, sehingga yang akan menjadi wali adalah 
bapaknya bukan wali hakim.  
2. Diharapkan kepada orang tua agar intens membina akhlak anak-
anaknya, mengawasi setiap perubahan sikap dan perilaku serta keadaannya, agar 
anak-anak terhindar dari musibah hamil/menghamili pra nikah.  Karena meskipun 
hukum Islam membolehkan perempuan hamil dinikahioleh laki-laki yang 
menghamilinya, namun hal ini bukan berarti melegalkan perbuatan zina, 
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Yang merupakan anak ke- 6 dari 7 bersadara, dari 
buah hati dari pasangan suami istri, Ayahanda Anwar 
H. Ibrahim dan Ibunda Afnah H. Ishaka. Di didik 
dalam keluarga yang sederhana dengan penuh kedisiplinan dan penuh kasih 
sayang. Penulis memulai pendidikan dasar, di SDN MI Sumi Tamat pada tahun 
2006, kemudian penulis  melanjutkan pendidikan menengah di SMP N 1 Lambu. 
Kemudian pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di 
SMK N 1 Bima.Tamat pada tahun 2014, dan sekarang penulis sedang 
menyeleaikan  program S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, pada 
fakultas Syariahdan Hukum. Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan. 
 
